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A. Penggunaan  

 
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 

barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik 
negara/daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 
bersangkutan. Status penggunaan barang milik negara/daerah 
ditetapkan oleh pengelola barang, untuk barang milik negara atau 
gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah. 

 
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang 

milik negara/daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam 
pengerjaan atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk dihibahkan. Barang milik negara yang berasal dari dana 
dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang 
direncanakan untuk diserahkan. Barang milik negara lainnya yang 
ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang atau barang milik daerah 
lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur/bupati/walikota. 

Penetapan status penggunaan barang milik negara dilakukan 
dengan tata cara pengguna barang melaporkan barang milik negara 
yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul 
penggunaan dan pengelola barang meneliti laporan dari pengguna 
barang dan menetapkan status penggunaannya. Sedangkan penetapan 
status penggunaan barang milik daerah dilakukan dengan tata cara 
pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya 
kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan dan 
pengelola barang meneliti laporan dari pengguna barang dan 
mengajukan usul penggunaan kepada gubernur/bupati/walikota 
untuk ditetapkan status penggunaannya. Dalam kondisi tertentu, 
pengelola barang dapat menetapkan status penggunaan barang milik 
negara pada pengguna barang tanpa didahului usulan dari pengguna 
barang.  

Barang milik negara/daerah juga dapat ditetapkan status 
penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, guna 
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 



umum sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja 
perangkat daerah yang bersangkutan. 

Barang milik negara dapat dialihkan status penggunaannya dari 
pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan pengelola 
barang. Pengalihan status penggunaan barang milik negara dapat pula 
dilakukan berdasarkan inisiatif dari pengelola barang dengan terlebih 
dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna 
barang. Lain daripada itu barang milik daerah juga dapat dialihkan 
status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang 
lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan 
persetujuan gubernur, bupati, walikota yang mana pengalihan status 
penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan 
inisiatif dari gubernur, bupati, walikota, dengan terlebih dahulu 
memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang. 

Mengenai penetapan status penggunaan barang milik 
negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan 
ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna 
barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan dimana 
pengguna barang wajib menyerahkan barang milik negara/daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, kepada pengelola 
barang, untuk barang milik negara atau gubernur, bupati, walikota 
melalui pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah. 

Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik negara 
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai 
barang milik negara yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi pengguna barang, dikenakan sanksi berupa: 

• Pembekuan dana pemeliharaan barang milik negara berupa 
tanah dan/atau bangunan tersebut, dan/atau 

• Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, 
pemindahtanganan, atau penghapusan barang milik negara. 

• Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah 
berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang 
kepada gubernur / bupati / walikota, dikenakan sanksi berupa 
pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan tersebut.  
Pengelola barang menetapkan barang milik negara yang harus 

diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang 
dan/atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak 



lain. Gubernur, bupati, dan walikota menetapkan barang milik daerah 
yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna 
barang dan/atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh 
pihak lain. Dalam menetapkan penyerahan pengelola barang milik 
negara atau gubernur, bupati, dan walikota harus memperhatikan 
standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk 
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi 
bersangkutan, hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau 
bangunan, dan/atau laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari 
sumber lain. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik 
negara atau barang milik daerah meliputi penetapan status 
penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan. 

 
 

B. Pemanfaatan 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas 
dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 
dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 

Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan oleh 
pengelola barang, untuk barang milik negara yang berada dalam 
penguasaannya, pengelola barang dengan persetujuan gubernur, 
bupati, walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaan pengelola barang, pengguna barang dengan persetujuan 
pengelola barang, untuk barang milik negara yang berada dalam 
penguasaan pengguna barang atau pengguna barang dengan 
persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan 
kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Adapun bentuk 
pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa: 

 
• Sewa 

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 
tunai. Sewa barang milik negara/daerah dilaksanakan terhadap 
barang milik negara yang berada pada pengelola barang, barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh 
pengguna barang kepada gubernur, bupati, walikota, barang milik 



negara yang berada pada pengguna barang, barang milik daerah 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan 
oleh pengguna barang atau barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan. 

Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain 
dimana jangka waktu sewa barang milik negara/daerah paling lama 
lima tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa barang milik 
negara/daerah dapat lebih dari lima tahun dan dapat diperpanjang 
untuk kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha 
yang memerlukan waktu sewa lebih dari lima tahun atau ditentukan 
lain dalam undang-undang. 

Formula tarif atau besaran sewa barang milik negara/daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh pengelola barang, 
untuk barang milik negara atau gubernur, bupati, walikota untuk 
barang milik daerah. Besaran sewa atas barang milik negara/daerah 
untuk kerja sama infrastruktur atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari lima 
tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-
masing jenis infrastruktur. Formula tarif atau besaran sewa barang 
milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh 
pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang 
milik negara atau gubernur, bupati, walikota dengan berpedoman pada 
kebijakan pengelolaan barang milik daerah, untuk barang milik 
daerah.  

Sewa barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat nama para pihak yang 
terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, 
dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu sewa, dan hak dan kewajiban para 
pihak. 

Hasil sewa barang milik negara/daerah merupakan penerimaan 
negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum 
negara/daerah. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus 
secara tunai paling lambat dua hari kerja sebelum ditandatanganinya 
perjanjian sewa barang milik negara/daerah. 

Dikecualikan dari ketentuan tersebut, penyetoran uang sewa 
barang milik negara/daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang. 

 
• Pinjam pakai 

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah 
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan 



setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 
pengelola barang. Pinjam pakai barang milik negara/daerah 
dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau 
antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan. Jangka waktu pinjam pakai barang milik 
negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang satu 
kali. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang 
sekurang-kurangnya memuat nama para pihak yang terikat dalam 
perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan 
jangka waktu, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman serta hak dan 
kewajiban para pihak. 

 
• Kerja sama pemanfaatan 

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 
negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan 
daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan 
barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam 
rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik 
negara/daerah dan meningkatkan penerimaan negara/pendapatan 
daerah. 

Kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah 
dilaksanakan terhadap barang milik negara yang berada pada 
pengelola barang, barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada 
gubernur/bupati/walikota, barang milik negara yang berada pada 
pengguna barang, barang milik daerah berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, 
atau barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama 
pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan: 

• Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara/daerah untuk memenuhi biaya 
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap barang milik negara/daerah tersebut; 

• Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali 
untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat 
dilakukan penunjukan langsung; 

• Penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas 
barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh 
pengguna barang terhadap badan usaha milik negara/daerah 



yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

• Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap 
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama 
pemanfaatan ke rekening kas umum negara/daerah; 

• Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil 
perhitungan tim yang dibentuk. 
 


